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ABSTRAK

Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebar tindak
pidana asusila.Tetapi dalam hal ini ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus
menjadi perhatian setiap orang khususnya aparat penegak hukum.Kasus korban pornografi
yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (revenge porn). Salah satu
kasus yang juga menjadi studi kasus dalam penelitian penulis yakni kasus Ramindo
Br.Manurung telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pdana, memperdengarkan,
memperontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi, dimana hal
ini menurut pasal 6 diancam pidana melanggar pasal 32 UU RI No.44 tahun 2008 tentang
pornografi dengan menyatakan bukti 48 keping DVD porno sehingga diancam pidana
penjara 1 (satu) tahun. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimana proses hukum
terhadap tindak pidana penyebaran pornografi. Bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku
tindak pidana penyebaran pornografi. Bagaimanakah keputusan hakim terhadap rindak
pidana penyebaran porn ografi sesuai putusan : No.701/Pid.B/2018/Pn.Mdn. Jenis penelitian
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun proses
hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi dilakukan dengan tahap penuntutan,
kemudian tahap pemeriksaan di pengadilan dan selanjutnya tahap putusan di pengadilan.
Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi berdasarkan undang-
undang dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu
ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sedangkan Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman pidana berupa pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah). Keputusan hakim terhadap rindak pidana penyebaran porn ografi sesuai
putusan : No.701/Pid.B/2018/Pn.Mdn yaitu sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.
6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana dan Pornografi.

1. PENDAHULUAN teknologi  menjadikan  hukum  yang

Pembangunan hukum nasional seharusnya  sebagai  kaidah  yang
dilaksanakan guna mengantisipasi mendahului dinamika masyarakat tidak
pesatnya perkembangan dalam berbagai dapat memainkan perannya sebagai
aspek  kehidupan masyarakat yang rekayasa sosial yang memberi dasar dan
diakibatkan oleh globalisasi di bidang sekaligus arah perkembangan agar tetap
ekonomi  dan  perdagangan  serta sesuai dengan wawasan dan nilai-nilai
perkembangan ilmu pengetahuan dan luhur  kepribadian bangsa Indonesia.

“Sehingga upaya kreatif perlu
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dilakukan  baik dalam pelaksanaan
pembentukan ~ pembaharuan  hukum
maupun dalam penegakan hukum dan
peningkatan profesionalisme aparatur
penegak hukum?”.

Kemajuan dalam bidang teknologi
dan informasi ini berimplikasi pada
perubahan sosial menimbulkan
permasalahan baru terhadap kehidupan
masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Perkembangan ilmu dan teknologi di
bidang  telekomunikasi ~ multimedia,
instagram, facebook, twitter, path,
youtube, VKontaktedan lain sebagainya.
Perbuatan melawan hukum di dunia maya
sangatlah mengkhawatirkan.Dibalik
kemudahan yang dimiliki media tersebut,
dampak  negatifnya  sering  sekali
disalahgunakan oleh orang-orang yang
tidak bertanggungjawab.Penyalahgunaan
dari media sosial tersebut salah satunya
yaitu penyebaran informasi berupa konten
pornografi”.

Kemajuan  tersebut  membuat
oknum-oknum jahil menyebarkan situs-
situs dan konten-konten yang berisi
pornografi.Perkembangan teknologi telah
membawa  bentuk-bentuk  baru  dari
pornografi.Pornografi  diidentifikasikan
oleh Burhan Bungin yaitu pornoaksi,
pornomedia, pornoteks dan pornosuara.

“Pornoaksi merupakan
penggambaran aksi gerakan tubuh,
penonjolan bagian-bagian tubuh yang
dominan memberi rangsangan seksual,
sampai dengan aksi mempertontonkan
payudara dan alat vital yang tidak
disengaja  atau  disengaja, untuk
membangkitkan nafsu seksual bagi yang
melihatnya. Pornomedia merupakan aksi-
aksi subjek dan objek seksual yang
dipertontonkan secara langsung dari
seseorang kepada orang lain sehingga
menimbulkan rangsangan bagi seseorang.
Pornomedia ini merupakan realitas porno
yang diciptakan media, seperti gambar
dan teks porno yang dimuat di media
cetak, film porno (baik dalam bentuk
VCD, DVD, film yang dapat didownload
melalui

handphone), cerita porno melalui media,
provider  telepon  maupun  melalui
internet”.

“Pornografi  adalah  gambar,
sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara,
bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh, atau bentuk
pesan lainnya melalui berbagai bentuk
media komunikasi dan/atau pertunjukan
di muka umum, yang memuat kecabulan
atau eksploitasi seksual yang melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat”.
Oleh karena itu, tindak pidana pornografi
termasuk ke dalam hal yang dilarang
karena melanggar kaidah kesusilaan.

Pornografi bukan hanya mengenai
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
penyebar tindak pidana asusila.Tetapi
dalam hal ini ada korban dari tindak
pidana pornografi yang harus menjadi
perhatian setiap orang khususnya aparat
penegak hukum.Kasus korban pornografi
yang harus menjadi perhatian adalah
pornografi balas dendam (revenge porn).

Revenge porn atau pornografi
balas dendam merupakan istilah yang
digunakan dalam menyebut kejahatan
cyber yang dilakukan dengan
menyebarluaskan konten seksual
seseorang tanpa persetujuan dari orang
tersebut. Dengan motif balas dendam,
kebencian terhadap korban dan motif
lainnya.  Dalam beberapa kasus, foto
asusila yang ada dalam media sosial di
internet merupakan foto korban yang
disebarkan oleh mantan kekasih dari
korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku
tidak hanya tersebarnya foto pornografi
melainkan membalaskan sakit hati yang
dialaminya.“Penelitian  pada  perkara
pornografi melalui internet menunjukkan
bahwa pornografi sebagai balas dendam
atau revenge porn merupakan bentuk
kejahatan pornografi dengan modus
operandi baru”.

Salah satu kasus yang juga
menjadi studi kasus dalam penelitian
penulis yakni kasus Ramindo
Br.Manurung telah terbukti bersalah telah
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melakukan tindak pdana,
memperdengarkan, memperontonkan,
memanfaatkan, memiliki atau menyimpan
produk pornografi, dimana hal ini
menurut pasal 6 diancam pidana
melanggar pasal 32 UU RI No.44 tahun
2008 tentang  pornografi  dengan
menyatakan bukti 48 keping DVD porno
sehingga diancam pidana penjara 1 (satu)
tahun.

Sesuai dengan kasus tersebut di
atas sebagai latar belakang dan menjadi
daya tarik bagi penulis untuk diteliti yang
dituangkan dalam bentuk proposal skripsi
ini dengan judul: Tinjauan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Penyebaran
Pornografi (Studi Putusan:
NO.701/P1D.B/2018/PN.MDN).

2. METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang
dipergunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan yuridis normatif.
“Pendekatan yuridis normatif
dipergunakan  untuk  menganalisa
peraturan  perundang-undang yang
berkaitan tindak pidana pornografi”.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis yaitu “penelitian
yang hanya semata-mata melukiskan
keadaan objek atau peristiwanya tanpa
suatu  maksud untuk mengambil
kesimpulan-kesimpulan yang berlaku
secara umum”.
3. Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research).Data
diperolen melalui beberapa literatur
berupa buku-buku ilmiah, peraturan
perundang-undangan dan dokumentasi
lainnya yang berhubungan dengan
tindak pidana penyebaran pornografi.
Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yang berupa bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder
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dan bahan hukum tersier yang
diperoleh melalui bahan hukum primer
yaitu peraturan perundang-undangan,
dalam penelitian ini dipergunakan
yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, Kitab Undang- Undang
Hukum Pidana (KUHP) Kkhususnya
Pasal 282 , ayat (1) dan (2), Undang-
Undang No. 8 Tahun 1992 tentang
Perfilman, Undang-Undang No. 36
Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,
Undang-Undang No. 40 Tahun 1999
tentang Pers, serta Undang-Undang
No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

. HASIL DAN PEMBAHASAN
. Proses Hukum Terhadap Tindak

Pidana Penyebaran Pornografi
Kitab Undang-undang
Hukum Pidana menyebutkan bahwa
Pornografi di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana selanjutnya
disebut KUHP, lebih dikenal dengan
istilah delik kesusilaanatau Kejahatan
Terhadap Kesusilaan. Namun yang
mendekati pengertian Pornografi itu
sendiri termuat di dalam Pasal 281
KUHP-283 KUHP. Dimana dalam
aturannya Pasal 281-283 KUHP
menjelaskan bahwa larangan untuk
menampilkan dengan sengaja apapun
yang melanggar kesusilaan, baik itu
tulisan, gambar atau benda yang
kemudian ditunjukkan dimuka umum,
Selanjutnya Undang-undang No. 44
Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa
mengenai aturannya telah dibentuk
secara konkret dalam Undang-undang
Pornografi, dimana mengenai
pengertian pornografi diatur dalam
pasal 1 Angka 1 Undang-undang
Pornografi. Untuk objek perbuatan
pornografi tersebar mulai Pasal 1
Angka 1, Pasal 4, Pasal 4 s/d 12 jo
Pasal 29 s/d Pasal 38.
Kemudian  Undang-undang
No. 19 tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi bahwa Elektronik
Pornografi diatur juga dalam Undang-
undang Informasi dan Transaksi
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Elektronik yang selanjutnya disebut
Undang-undang ITE. Dalam pasal 27
ayat 1 dijelaskan bahwa larangan untuk
siapa saja mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan. Tidak ada arti
mengenai kesusilaan yang ada dalam
Undang-undang ITE ini.

Adapun yang menjadi proses
hokum  terhadap tindak  pidana
penyebaran pornografi sesuai dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
adalah sebagai berikut :

1. Tahap  penuntutan  terhadap
perkara pidana pornografi melalui
internet  menurut  UU  ITE
merupakan wewenang khusus
dari jaksa penuntut umum.
Ketentuan hukum pasal 43 angka
7 UU ITE menegaskan bahwa
apapun hasil penyidikan
selanjutnya harus  diserahkan
kepada Penuntut Umum. Terkait
dengan perbuatan pidana
pornografi melalui internet, pada
umumnya jaksa penuntut umum
menggunakan ketentuan hukum
pasal 27 ayat (1) UU ITE.
Penggunaan ketentuan hukum
tersebut didasarkan pada
pertimbangan  adanya sarana
internet. Tindakan yang
digunakan untuk menampilkan
atau menyebarluaskan informasi
elektronik yang berkonten
pornografi. Dengan kata lain,
perbuatan  pornografi  melalui
internet  dipandang  sebagai

penggunaan internet yang
menyimpang dari tujuan yang
ditetapkan.

2. Tahap pemeriksaan di sidang
Pengadilan, merupakan bagian
dari pelaksanaan hukum
pembuktian yang berlaku dalam
KUHAP. UU ITE sendiri tidak
memberikan pengaturan secara
khusus tentang  pemeriksaan

P

erkara pidana informasi dan
transaksi elektronik oleh
karenanya sebagai konsekuensi
dari pelaksanaan pasal 41 UU ITE
berlakulah  model pembuktian
yang diatur dalam KUHAP.
Tujuan dari  pemeriksaan di
sidang pengadilan tidak lain untuk
mengumpulkan fakta hukum yang
diperoleh berdasarkan alat bukti
yang sah di depan persidangan.

3. Tahap Putusan pengadilan
merupakan bagian akhir dari
proses pemeriksaan sidang yang
berisikan fakta hukum dan barang
bukti sebagai dasar bagi hakim
untuk  memberikan  putusan.
Secara yuridis normatif, UU ITE
tidak memberikan pengaturan
secara khusus terhadap
pertimbangan  hakim  maupun
putusan  sehingga  berlakulah
hukum acara pidana dalam
KUHAP.

2. Tindakan Hukum Terhadap Pelaku

Tindak Pidana
Pornografi

Dalam penjelasan Pasal 4
ayat (1) bahwa yang dimaksud
membuat adalah tidak termasuk untuk
dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.
Dari isi penjelasan pasal ini maka pada
dasarnya jika seseorang membuat video
persenggamaan  atau  persetubuhan
untuk kepentingannya sendiri maka
tidak mengapa. Dengan catatan video
tersebut hanya untuk kepentingan
dirinya sendiri, Akan tetapi jika video
tersebut kemudian tersebar dan ditonton
banyak orang, maka pelaku pembuat
dan penyebar video dapat dikenakan
sanksi berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi, dengan ancaman pidana
berupa pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua

Penyebaran
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ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam
miliar rupiah).

Kemudian bagaimana dengan
seseorang yang ikut menyebarkan video
yang bermuatan pornografi tersebut.
Selain  dapat  dikenakan  sanksi
berdasarkan  ketentuan  Pasal 29
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi. Bagi setiap orang
yang sengaja ikut menyebarkan video
yang bermuatan pornografi seperti
video persenggamaan atau
persetubuhan melalui media elektronik,
maka pelaku dapat dikenakan sanksi
berdasarkan Pasal 45 ayat (1) junto
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 19 tahun 2016 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Dengan
ancaman pidana berupa pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

. Keputusan Hakim Terhadap Rindak
Pidana  Penyebaran  Pornografi
Sesuai Putusan :
No.701/Pid.B/2018/Pn.Mdn

Adapun yang menjadi
keputusan hakim terhadap tindak
pidana penyebaran pornografi
No.701/Pid.B/2018/Pn.Medan  sesuai
dengan Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi, dengan ancaman pidana
berupa pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau pidana denda
paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam

miliar rupiah).
Kemudian bagaimana
dengan seseorang yang ikut

menyebarkan video yang bermuatan
pornografi  tersebut. Selain dapat
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan
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Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 tentang Pornografi. Bagi
setiap orang Yyang sengaja ikut
menyebarkan video yang bermuatan
pornografi seperti video persenggamaan
atau persetubuhan melalui  media
elektronik, maka pelaku dapat
dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45
ayat (1) junto Pasal 27 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang
Perubahan  Atas  Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik. Dengan
ancaman pidana berupa pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
Putusan yang dilakukan
oleh hakim telah sesuai berasarkan
fakta-fakta yang ada di lapangan
sebagaimana terdakwah dalam
pengakuannya, kemudian saksi-saksi
yang dihadirkan dalam persidangan
serta pertimbangan lain oleh hakim
sesuai dengan ketentuan undang-
undang yang berlaku yaitu pasal 29
Undang-Undang Nomor 44/ 2008
tentang pornografi. Dimana dalam
Undang--Undang tersebut yang disebut
dengnan pornografi adalah berkaitn
dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto,
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,
animasi, kartun, percakapan, gerak
tubuh, atau bentuk pesan lainnya
melalui  berbagai  bentuk  media
komunikasi dan/atau pertunjukan di
muka umum, yang memuat kecabulan
tau eksploitasi seksual yang melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat.

4. SIMPULAN
A. Simpulan

1. Adapun proses hukum terhadap tindak
pidana penyebaran pornografi
dilakukan dengan tahap penuntutan,
kemudian tahap pemeriksaan di
pengadilan dan selanjutnya tahap
putusan di pengadilan.

2. Tindakan hukum terhadap pelaku

tindak pidana penyebaran
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pornografi ~ berdasarkan  undang-
undang dan Pasal 29 Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi yaitu ancaman pidana
berupa pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah) sedangkan Pasal 27 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 19 tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Dengan ancaman pidana berupa
pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan/atau denda paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar
rupiah).

3. Keputusan hakim terhadap rindak
pidana penyebaran porn ografi sesuai
putusan : No.701/Pid.B/2018/Pn.Mdn
yaitu sesuai dengan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi, dengan ancaman
pidana berupa pidana penjara paling
singkat 6 (enam) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) tahun dan/atau
pidana denda paling sedikit Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp.
6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).

B. Saran

1. Proses  hokum  tindak  pidana
penyebaran pornografi hendaknya
dapat dilakukan sesuai dengan proses
hokum vyang berlaku berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Tindakan hokum terhadap pelaku
penyebaran pornografi hendaknya
sesuai dengan ketentuan pelanggaran
yang dialkukan  setiap  pelaku
berdasarkan ketentuan undang-undang
di Pengadilan

3. Putusan hakim terhadap pelaku tindak
pidana penyebaran pornografi dalam
putusan Nomor
701/Pid.B/2018/Pn.Mdn sudah sesuai
dengan undang-undang yang berlaku
oleh karena itu putusan tersebut perlu
dip

ertahankan dalam kasus yang sama.
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